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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI HALMAHEREA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparan, berdaya saing, adil dan akuntabel dalam setiap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat,
maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2411;

bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap
mampu dan memenuhi syarat serta memenuhi kompetensi untuk
mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dab b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor I Tahun 1958 tentang Pokok
Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah
Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; /
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan l,
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6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 20fi tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor '16 Tahun 2008 tentang Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 24fi;

MEIiiUTUSKAN :

Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A11, dengan susunan
keanggotaan pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan kewenangan
antara lain :

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barangljasa;
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. Mengumumkan palaksanaan pengadaan barang/jasa;
e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui

pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f. Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;
g.
h.
i.

j



Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua,
bertanggungjawab penuh terhadap hasil kegiatan serta
berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten l-lalmahera
Barat selaku pengguna AnggaranlBarang;

Segala biaya yang tinrbul sebagai *kibat dikeluarkan Keputusan
ini, dihebankan paria A,nggaran Pendapatan dan tselanja Daerah,
Fcs Angg':ran fiacian Perencanaan Pembangunan Daemh
Kabupaten t'lalmahera Barat Tahun A*ggalan 20i 1:

K.-eputusa* iri i rrl'-;!*i bt:riaku p*de ta*ggai d it*:t;rpka+,
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Tembusen:
1. Yth. Menteri Da!:*m Negeri di Jakarta,
?. Yth. Guh,ernur Prooinsiil{alukit Ljtara diSoiifi.
3. Yth. F.epale BAPPEDA Prov. lvialuku Utara diSofifi,
4. '/th. Kepaia BAppEllA Kabupaten l-laimal:era Sarat di iailclo,
5" .vth inspektirr l*spekiorat Kabupatr;n t'laimahera Barat di Jailoio,
6. Yti-r- ir.e$fii= *,'-:piiA} K.ahupaierr i-ialmai:*i'a Bara{ diJ;riioic,
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHEFA BARAT
NOMOR ' ir:,- TAHUN 2011
TANGGAL 18 Folrru*r"i

l LNTAIIG : DAFTAFI SU'SUI'jAN KLANGGOTAqilI UNIT FETAYANAN
PTN{iA"},A,AT'J (Ui.P} PF.I}A sA-TIJA}J KERJA SADAN PT.RENCANAAN
i:t:f,,EBAHGUi{AN f,Aff.Ai{ f".ABlJPAfE}i i-iAL}-{"ei-iERA BAI?AT TAllijN
.4NGGARAru 2O,I 1.
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